PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR | TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 81 TAHUN 2017 = -
TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMBENIHAN
TANAMAN PANGAN PROVINS] KALIMANTAN BARA’P

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

Mengingat

GUBERNUR KALIMANTAN BARA'T,'

. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 "I‘ahun'-'__' s

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat - e
Daerah Provinsi Kalimantan - Barat ' sebagaamana telah o0
diubah beberapakali dan terakhir dengan Peraturan
Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan.
Susunan Perangkat Daerah ‘Provinsi- Kalimantan: Barat:
telah dibentuk Dinas Tanaman Pangan dan Hor‘mkultura*3.':."-':_-.--“_ Ak
Provinsi Kalimantan Barat; : S e

. bahwa dalam rangka . eﬁszenm dan efek’tIWtaS:_j,g. B

pelaksanaan tugas, fungsi, dan tata kerga pembemhaﬂ;:[
tanaman pangan di wilayah Provinsi Kalimantan Barat,
maka Unit Pelaksana Teknis Pembemhan Tanaman_}f
Pangan Provinsi Kalimantan Barat ‘yang telah dibentuk -
berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 81 ‘I‘ahun 2017
perlu dilakukan penyesuaian dan: pembahan S

. bahwa  berdasarkan - perﬁmbangan sebaga;mana,_ o

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, periu. menetapkan
Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan -
Gubernur Nomor 81 Tahun 2017 tentang Pembentukan
Susunan Organisasi, Tugas dan Fung51 serta Tata. Kergalf- i
Unit Pelaksana Teknis: ~Pembenihan Tanaman Pangan'_gf-_
Provinsi Kalimantan Barat; S S

Pasal 18 :ayat (6) Undang—Undang Dasar Negara--';_'?'__."-i.ﬁ i
Republik Indonesia Tahun 1945; L L

Undang~U11ciang ~Noror 25 Tahun 1956 tentang
Pembentukan  Daerah-Daerah Otonom ~Provinsi
Kalimantan Barat, Kahmantan Selai‘an dan- Kahmantan
Timur (Lembaran Negara Repubhk Indonesm Tahun -

1956 Nomor 65, Tambahan' Lembaran Negara Repubhk-_-}_f;
Indonesia Nomor 1106); .
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-

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 {entang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem
Budidaya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 22, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang
Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Kalimantan Barat (Lembaran Daerah  Provinsi
Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6)
sebagaimana telah diubah beberapakali dan terakhir
dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran
Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor
5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan
Barat Nomor 5);

Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kergja Dinas Tanaman Pangan dan
Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 55);
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN @ ATAS

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 81 Tahun 2017 .
tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi,. serta Tata

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 81 TAHUN 2017
TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN - ORGANISAS],
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS PEMBENIHAN TANAMAN PANGAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT.

Pasal 1

Kerja Unit Pelaksana Teknis Pembenihan Tanaman Pangan Provinsi

Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017

Nomor 81}, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.

Pemerintah daerah adalah Gubernur sebagai unsur: penyelenggara-
pemerintahan daerah yang —memimpin pelaksanaan urusan e

pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Kahmantan Barat
Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat. N

Dinas adalah Dinas Tanaman Pangan dan Hcrtlkultura ProvmsL R

Kalimantan Barat.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hor‘akuﬁula;-- |
Provinsi Kalimantan Barat.

Unit Pelaksana Teknis Pembenihan Tanaman Pangan yang seianjutnya-.-' %
disebut UPT Pembenihan Tanaman Pangan ‘adalah unit teknis L
operasional yang melaksanakan kegiatan teknis. tertentu d1b1dangf.f- N

pembenihan tanaman pangan dan benih hortikultura.

Kepala UPT adalah Kepala UPT Pembenihan Tanaman Pangan Provms1 e 5

Kalimantan Barat.

Aparatur Sipil Negara yang selanjuinya disingkat ASi‘G :adalah'prcifési_ﬁ_-_' : ._ ”
bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perganjlan SN

kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya. dlsebut Pegawa1 ASN": - __ -
adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjemjlan e
kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawalan dan diserahi R R

tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi - tugas negara:_:_-"
lainya dan digaji berdasarkan peraturan per undang~undangan
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17 namn 11} =nit
' -bemh dasar. vang: dlprodu;ksx sesua; dengaﬂ ke__

negara Indonesia’ yang memeﬂum Syamt’tért&nt

'pemez iritahan daﬁ pem‘i:a

Pegawau ASN secara 'tetap eleh p@jahat pembma.

Jaba’i:axz Adm:msm as:,z adal' '
tugas beffkal‘tﬂn denwa

bagiannya yang’ dlgungkan.
meﬁgembangbxakan tanamaﬁ o

Benih Dasar (BD) adalah I%i.e'i:-

_ aehmgga keaslian varietas dapat cizpehham

-'.dapat dzpehhara o

"fi}

S .;_dmzaksuf:% daiam Pasal 2 a‘ﬁfat { ) terdiri dam
.":'f_.__.&l*?_’-fiiepaia UF‘? - e =
o ’g; '::{?'Sub Bagz&m Ta%:a"._'isah&, o
i .:"_él‘:'.:.'._Seksa . i )

g _':Sekm Bem‘h Aneka Ka

sesuai ciengan ketenman yang berhlm sehmgga f-i{eafshan V&E‘i_ taus

:z«uaunan Organisasi UPT Pemhemhaﬂ Tanaman Pa,:ﬁwan Sebagannana

grdaﬂ Umbi; e S
Susunan Orgamsasz 'UF‘I‘ Pefﬁbemhan Tanaman ‘Paﬁgan sebaga:mm&a | ' c
tercantum dalam Iamplran 18 merupakan ?3&@?1&1‘1 tﬁ_dak térpisahkan S Sinatie
dari Peraturan Gubernur ini.. = SR
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3. Ketentuan Bagian Ketujuh dan Pasal 15 diubah, sehingga berbunjri sebagéd
berikut :

Bagian Ketujuh
Kedudukan dan Tugas Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 15

(1) Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi,
Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki
keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional berdasarkan
jenjangnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional memiliki tugas memberikan pelayanan
fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Jenis dan jumlah Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

4. Diantara Pasal 18 dan Pasal 19 dlSiSlpl{al’l 1 {satu) Pasal yakni Pasal 184,
sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18A

(1} Pengangkatan melalui penyeta.z aan Jabatan Administrasi ke daiam' ¥
Jabatan Fungsional di lingkungan Unit Pelaksana Teknis dilakukan =
setelah mendapat penetapan atau persetujuan dari kementerian terkait =
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Bagi Unit Pelaksana Teknis yang dilakukan penyetaraan maupuﬂ S
penghapusan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsioral, R
dapat ditetapkan Koordinator Kelompok Jabatan: Fungsmnal dengan; R

Keputusan Kepala Unit Pelaksana Teknis sesuai ketemuan peraiuran n
perundang-undangan.

(3} Rincian tugas dan fungsi koor dinasi, tugas tambahan serta pengeiolaan o e
kegiatan Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional sebagaunana_.;:.:_--_ i
dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala =
Unit Pelaksana Teknis sesuai ketentuan peraturan = perundang-
undangan. e

5. Ketentuan Pasal 22 diubah, schingga berbunyi sebagai berikut

. Pasal 22

Kepala UPT wajib memberikan dukungan dan kerja sama yaﬁg ‘baik dalam' 5
kegiatan pemantauan dan evaluasi serta fasilitasi peﬂataan kelembagaan R R
dan analisis jabatan, ketatalaksanaan, serta reformasi birokrasi dan: o -
akuntabilitas kinerja yang dilaksanakan oleh Perangkat Daez ah yang 5
bertanggung jawab di Bidang Organisasi. '
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6. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas pada UPT Pembenihan
Tanaman Pangan Provinsi Kalimantan Barat tetap melaksanakan tugasnya
sepanjang belum ada penugasan yang baru dari Pejabait Pembina
Kepegawaian.

Pasal Il

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi
Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal b e 1070

g GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, £

e SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal & Tl 70w

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

A.L. LEYSANDRI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2021 NOMOR !




LAMPIRAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT.

NOMOR TAHUN 2021

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 81 TAHUN
2017 TENTANGN PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMBENIHAN -
TANAMAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPALA UPT

SUB BAGIAN
TATA USAHA

SEKSI _ B L SEKST b
BENIH SEREALIA : _ BENIH ANEKA KACANG
g : DAN UMBl




